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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Biro Administrasi Kemasyarakatan merupakan salah satu Satuan
Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Provinsi Jawa Timur. Dalam fungsi
pemerintahan, melaksanakan kegiatan administrasi, koordinasi dan fasilitasi
penyelenggaraan di bidang agama, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda,
olahraga dan pemberdayaan perempuan serta anak. Untuk melakukan kegiatan
tersebut memerlukan pengadaan barang jasa yang mengacu pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
pengguna anggaran. Isi dari DPA antara lain kode rekening belanja, macam
kegiatan, macam barang/jasa dalam kegiatan, volume barang/jasa, harga satuan
barang/jasa, dan total harga barang/jasa. DPA tersebut didukung oleh Kerangka
Acuan Kerja (KAK) masing — masing bagian menjadi daftar permintaan barang
jasa sesuai dengan kebutuhan biro dan diberikan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) untuk dijadikan dasar melakukan proses pengadaan barang jasa.
Akan tetapi implementasi KAK dalam proses administrasi pengadaan tersebut
belum terlaksana sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyerapan
anggaran.

Idealnya dalam KAK memuat informasi mengenai uraian pekerjaan yang
dilaksanakan, waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan

dengan memperhatikan batas efektif tahun anggaran, spesifikasi teknis barang jasa



yang akan diadakan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. Kendala yang
dihadapi adalah implementasi waktu pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasi teknis
dalam administrasi pengadaan dalam pembuatan dokumen pertanggung jawaban
belum terjadwal dan tidak sesuai dengan kondisi real. Kendala lain yaitu pada
pencatatan data pengadaan dan pengolahan data pengadaan kurang praktis karena
disalin berulang — ulang dan pembuatan laporan membutuhkan waktu lama karena
harus merekap dalam buku besar pembantu dan buku kas umum.

Dari permasalahan diatas maka dibutuhkan sistem informasi administrasi
pengadaan barang jasa pada Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim,
dengan adanya implementasi KAK dalam administrasi pengadaan maka proses
pengadaan dapat terdata dengan baik sehingga informasi dan laporan yang
dihasilkan dapat lebih akurat, praktis dan bermanfaat untuk disajikan kepada
pihak — pihak terkait dalam pengadaan.

Berdasarkan analisis awal dapat dianalisis bahwa bagaimana sistem
informasi administrasi barang jasa dapat menyajikan informasi dan laporan lebih
akurat dan praktis yang dibutuhkan oleh pihak — pihak yang berkepentingan dalam
proses pengadaan serta dapat memantau kesesuaian DPA dengan realisasi
pencairan proses pengadan. Laporan — laporan yang disajikan meliputi laporan
produktifitas rekanan, laporan pertanggung jawaban (LPJ), laporan pemantau
kegiatan pengadaan dan laporan realisasi pengadaan. Dari laporan yang dihasilkan
ini  diharapkan dapat membantu pihak-pihak biro untuk melakukan
pengecekan/pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan, sehingga sistem ini

diharapkan dapat mencegah keterlambatan dalam penyerapan anggaran.



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan
permasalahannya adalah bagaimana merancang sistem informasi administrasi
pengadaan barang atau jasa pada Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov.

Jatim.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan analisis permasalahan tidak melebar, maka bahasan

dibatasi sebagai berikut :

1. Sistem pengadaan ini hanya menggunakan sistem pengadaan langsung
yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

2. Sistem ini tidak membahas secara proses penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA).

3. Ruang lingkup pengadaan tidak membahas tentang penyimpanan,
perbaikan, pengiriman barang/jasa, pekerjaan dan jasa konsultasi
konstruksi.

4. Tidak membahas masalah alur kas atau asal perolehan anggaran,
karena hal tersebut sudah menjadi kebijakan organisasi.

5. Data yang diolah adalah data pengadaan pada tahun anggaran yang
sedang berjalan yaitu tahun anggaran 2013.

1.4 Tujuan

Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah menghasilkan rancangan sistem
informasi administrasi pengadaan barang atau jasa pada Biro Administrasi
Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim dapat menyajikan informasi dan laporan lebih

akurat dan praktis yang dibutuhkan oleh pihak — pihak yang berkepentingan dalam



proses pengadaan serta dapat memantau kesesuaian DPA dengan realisasi

pencairan proses pengadan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini

dibedakan dengan pembagian bab sebagai berikut:
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: PENDAHULUAN

Bab ini dijelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah,
pembatasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika dari Perancangan
Sistem Informasi Administrasi Pengadaan Barang Jasa pada Biro

Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim.

: LANDASAN TEORI

Bab ini dijelaskan tentang teori yang berkaitan dengan permasalahan
dan teori yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam
Perancangan Sistem Informasi Administrasi Pengadaan Barang Jasa
pada Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim, antara
lain: teori dalam peraturan presiden nomor 70 tahun 2012, teori
sistem, teori sistem administrasi, teori sistem informasi, teori analisa

dan perancangan sistem, teori konsep dasar basis data.

BAB Il : ANALISIS SISTEM

Bab ini dijelaskan tentang pembahasan sistem yang meliputi
identifikasi dan analisis permasalahan, document flow prosedur

pengadaan barang jasa, organisasi pelaksana barang jasa, analisis



kebutuhan sistem, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan

perangkat keras dan perangkat lunak untuk server dan client.
BAB IV : PERANCANGAN SISTEM

Bab ini dijelaskan mengenai system flow, Data Flow Diagram, context
diagram, DFD level 0, DFD level 1, Conceptual Data Model (CDM),
Physical Data Model (PDM), struktur tabel, rancangan input/output,
rancangan antarmuka beserta penjelasan rancangan desain tersebut,

serta evaluasi dan pengujian rancangan sistem.
BAB V : PENUTUP

Bab ini dijelaskan tentang penutup yang berisi kesimpulan setelah
rancangan sistem selesai dibuat dan saran untuk proses pengembangan

selanjutnya.



